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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan 
pelaporan PPh pasal 22 atas pengadaan barang dan apakah perhitungan dan pelaporan pajak 
penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010. Metode yang digunakan dalam penulisan ini 
menggunakan Metode Kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penulisannya adalah Data 
Primer yaitu berupa wawancara dan Data Sekunder berupa Surat Setoran Pajak dan Faktur 
Pajak pada bulan Oktober hingga November 2015. Metode Analisis yang digunakan yaitu 
metode deskriptif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah perhitungan dan pelaopran pajak 
penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang telah dilakukan dengan baik dan benar sesuai 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010. Hanya saja pada beberapa 
kasus dinyatakan bahwa beberapa pihak penyedia barang yang tergolong dalam usaha kecil 
yang kurang memahami tata cara pelaporan pajak secara online tidak melaporkan SPT. 
. 
Kata kunci : Pajak Penghasilan Pasal. 
 
Abstract 
The purpose of this study was to determine how the calculation and reporting of income tax 
Article 22 for the procurement of goods and whether the calculation and reporting of income tax article 
22 on the procurement of goods has been implemented according to Minister of Finance Regulation No. 
154 / PMK.03 / 2010. The method used in this study, using qualitative methods. The type of data used in 
the writing is the primary data in the form of interviews and secondary data in the form of Tax Payment 
and Tax Invoice in October to November 2015. The analysis method used is descriptive method. The 
conclusion of this study is the calculation and pelaopran tax article 22 on the procurement of goods has 
been done properly and correctly in accordance with the Regulation of the Minister of Finance No. 154 / 
PMK.03 / 2010. Only in a few cases it was stated that some of the providers of goods belonging to the 
small businesses who do not understand the procedures for tax reporting online does not report the SPT. 
 
Keywords : Income Tax Article 22, The Procurement Of Goods 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ISSN: 1978-1520 
IJCCS Vol. x, No. x,  July201x :  first_page–end_page 
2 
1. PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang Masalah 
Pemerintah harus menjalankan roda perekonomiannya dengan baik. Hal ini 
berpengaruh terhadap pembangunan negara untuk kemakmuran masyarakatnya, dalam 
rangka mencapai tujuan negara yang diatur oleh Undang-Undang. Salah satu aspek dalam 
penyelenggaraan pembangunan diperlukan dana yang berasal dari penerimaan pajak.  
Permasalahan perpajakan adalah masalah yang berkembang di kehidupan 
masyarakat seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial dan ekonomi, seperti 
masih banyaknya para wajib pajak yang  masih lalai terhadap pajak serta tidak 
menjalankan kewajibannya sebagai wajib  pajak. Sedangkan pemerintah telah 
menyatakan bahwa sumber pendapatan  negara guna mewujudkan kelangsungan dan 
peningkatan pembangunan  nasional adalah pajak. 
Salah satu pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah indonesia adalah Pajak 
 Penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak 
atas penghasilan  yang telah diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula 
dikenakan  pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak tertentu. Pajak penghasilan 
terbagi atas beberapa jenis, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang 
pelunasannya dalam tahun berjalan di pungut oleh pihak ketiga. 
Sebagai pihak pemungut pajak, maka pihak ketiga yang dalam kasus ini merupakan 
bendahara dalam suatu instansi memiliki kewajiban untuk memungut atau memotong 
pajak penghasilan pasal 22 tersebut dalam tahun berjalan, menyetor serta melaporkan 
pajak yang  terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Pada beberapa kasus ada 
kemungkinan bahwa wajib pungut keliru dalam memperhitungkan jumlah  Pajak 
Penghasilan Pasal 22 yang dipungut sehingga hal ini berpengaruh terhadap pemotongan 
PPh  pasal 22 pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu sangat diperlukan pemahaman 
atau pengetahuan yang baik terhadap tata cara pemungutan dan perhitungan Pajak 
Penghasilan Pasal 22 tersebut. Hal ini merupakan alasan yang kuat sehingga penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan 
 yang telah ditetapkan pemerintah sebagai pemungut Pajak Penghasilan pasal  22. 
Pemungutan PPh pasal 22 yang dilakukan pada kantor Badan Diklat Provinsi Sumatera 
Selatan ini berkaitan dengan pengadaan barang yaitu pembelian, serta tidak mengadakan 
 penjualan dan pembelian impor. 
Dengan melihat beberapa kasus sebelumnya serta beberapa alasan lainnya sehingga 
penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul yang berkaitan dengan perhitungan dan 
pelaporan PPh pasal 22 pada Kantor Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan. Judul yang 
diangkat penulis sehubungan dengan penulisan Tugas Akhir ini adalah “Perhitungan dan 
Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Badan Diklat Provinsi 
Sumatera Selatan”. 
 
1.2  Rumusan Masalah 
1. Bagaimana perhitungan dan pelaporan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada 
Kantor Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan ? 
2. Apakah perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan 
barang telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 154/PMK.03/2010 ? 
 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan Penelitian Berdasarkan identifikasi masalah, yakni untuk mengetahui 
mekanisme perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang 
pada Kantor Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010. 
IJCCS ISSN: 1978-1520  
 
Title of manuscript is short and clear, implies research results (First Author) 
3 
Manfaat penelitian ini adalah : Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat 
secara teoritis yaitu memperkaya ilmu akuntansi khususnya mata kuliah Perpajakan, 
sebagai masukan untuk pengembangan ilmu Akuntansi yang dikhususkan pada kajian 
Pajak Penghasilan Pasal 22 materi tentang Pajak Pengadaan Barang. Bagi manajemen, 
hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran untuk penilaian dalam 
pelaksanaan Pajak Pengadaan Barang pada Badan Diklat Provinsi Sumatra Selatan. Bagi 
penulis, penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang pernah 
diperoleh di bangku kuliah khususnya pemerikasaan akuntansi kedalam praktek yang 
sesungguhnya. Bagi peneliti selanjutnya, semoga bisa bermanfaat dalam menambah 
wawasan untuk pengembangan  penelitian lebih lanjut tentang pajak penghasilan pasal 
22. 
 
2. LANDASAN TEORI 
 
2.1 Pengertian Pajak 
Pajak Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.28 th 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan:  
“Pajak merupakan kontribusi yang diwajibkan kepada negara yang terutang oleh 
pihak wajib pajak berupa orang pribadi maupun wajib pajak badan tanpa mendapat imbalan 
secara langsung demi keperluan negara bagi kemakmuran masyarakat”.  
 
Menurut Soemitro (2008,h.1) pajak adalah iuran yang dibayarkan wajib pajak kepada 
negara dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung serta bersifat memaksa dan 
digunakan untuk keperluan membiayai pengeluaran negara.  
 
Menurut Soemahamidjaja dalam Suandy (2008,h.9) Pajak merupakan iuran yang 
bersifat wajib, berupa uang atau barang, yang di pungut  oleh penguasa sesuai dengan 
norma hukum, guna menutup biaya  produksi barang - barang dan jasa - jasa kolektif untuk 
mencapai  kesejahteraan negara. 
 
Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran masyarakat  kepada Negara (yang 
dapat dipaksakan) terutang oleh wajb pajak  yang tidak mendapat imbalan secara langsung 
dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. 
 
2.2 Fungsi Pajak  
Menurut Mardiasmo (2011,h.1) Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair 
(sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur).  
1. Fungsi Budgetair Pajak  
yaitu salah satu sumber penerimaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai 
keperluan baik negara.. Sebagai sumber keuangan bagi negara ataupun daerah. 
2. Fungsi Regularend Pajak  
Adalah pajak sebagai hal untuk mengatur dan melakukan kebijakan pemerintah dalam 
bidang social ataupun ekonomi, demi mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan. 
 
2.3 Penggolongan Jenis Pajak   
Dalam buku Mardiasmo (2009,h.5) pengelompokkan pajak digolongkan menurut 
golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya sebagai berikut : 
A.  Jenis-jenis pajak menurut sifatnya yaitu : 
a. Pajak langsung yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib 
Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. 
b. Pajak tidak langsung yaitu beban pajak yang dapat dialihkan kepada orang lain. 
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B. Jenis pajak menurut sifatnya yaitu : 
a.  Pajak subjektif yaitu pajak yang memperhatikan keadaan Wajib Pajak dari segi 
kemampuan ekonominya. 
b.  Pajak objektif yaitu pajak yang melihat pada objek pajaknya, tanpa 
memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. 
C. Menurut lembaga pemungutnya yaitu : 
a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat 
  dan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dan 
dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
b. Pajak daerah yaitu pajak yang di pungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan 
untuk membiayai keperluan daerah dan dimasukkan ke dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
 
2.4 Pemungutan Pajak 
Dalam buku Erly Suandy (2008,h.28) terdapat lima teori pemungutan pajak yaitu : 
1. Teori Asuransi 
Teori Asuransi adalah teori pemungutan pajak yang pembayaran pajaknya dilakukan 
oleh warga negara yang berlaku sebagai premi demi mendapat perlindungan negara.  
2. Teori Kepentingan  
Teori kepentingan adalah teori mengenai pemungutan pajak yang memperhatikan 
seberapa besar pembagian beban pajak yang dipungut negara dari pihak wajib pajak 
yaitu warga negara. 
3. Teori Gaya Pikul 
Adalah teori yang menjelaskan mengenai asa keadilan yang dalam hal ini merupakan 
setiap orang yang dikenakan pajak wajib sama besarnya atau adil dan  pajak tersebut 
dibayarkan oleh pihak wajib pajak sesuai dengan kemampuan ekonomi. 
4. Teori gaya Beli 
Teori ini merupakan teori yang menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan 
pihak wajib pajak yang dalam hal ini merupakan warga negara kepada negara 
dimaksudkan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat dalam negara yang 
bersangkutan tersebut. 
5. Teori Bakti 
Teori Bakti yaitu teori yang menekankan pada negara yang memiliki hak untuk 
memungut pajak demi kepentingan negara. 
 
2.5 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 
”Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan 
pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga 
pemerintah dan lembaga - lembaga Negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas 
penyerahan barang, dan badan - badan tetentu baik badan pemerintah maupun swasta 
berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. PPh pasal 
22 dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak - pihak 
tertentu. Pemungutan PPh pasal 22 ada yang bersifat final dan tidak final”. (Suandy, 
2008,h.71) 
 
Menurut hukum Indonesia, Nomor 36 tahun 2008 : 
“Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) merupakan potongan dan pungutan yang 
dilakukan oleh negara terhadap pihak wajib pajak yang berhubungan dengan kegiatan 
impor dan pengadaan barang serta perdagangan”. 
 
Menurut Resmi  (2011,h.271)  “Pajak  Penghasilan  Pasal  22  merupakan  pajak  yang  
dipungut  oleh bendaharawan  pemerintah  baik  Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah  
Daerah,  instansi  atau lembaga pemerintah  dan  lembaga-lembaga  Negara  lain,  
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berkenaan  dengan  pembayaran  atas penyerahan barang; dan badan-badan tertentu baik 
badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau 
kegiatan usaha di bidang lain”. 
 
2.6 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 
Pada tahun 2015 pemerintah indonesia memperbaiki kententuan pungutan pajak 
penghasilan pasal 22 dengan menaikkan tarifnya atas impor barang sehingga tarif pajak 
penghasilan pasal 22 menjadi 10% dari nilai import. Perubahan peraturan atas tarif pajak 
penghasilan Pasal 22 untuk impor barang tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 107/PMK.010/2015 tanggal 8 Juni 2015 yang merupakan perubahan yang keempat 
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010. 
 
2.7 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran  
PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang yang Dibiayai Dengan APBN/APBD 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.154/PMK.03/2010 Direktorat Jendral Pajak 
mengatur bahwa:  
a.  PPh Pasal 22 dipungut atas pembelian barang sebesar 1,5 % (satu setengah persen) 
dari harga pembelian pada setiap pelaksanaan pembayaran langsung (LS) oleh KPPN 
atau Bendahara atas penyerahan barang oleh Wajib Pajak (Rekanan).  
b. PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, 
Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat 
Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang, Badan 
Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian 
barang dengan dana yang bersumber dari belanja Negara (APBN) dan atau belanja 
daerah (APBD).  
c.  Penyetoran dilakukan ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, atau pemungutan 
langsung (LS) oleh KPPN dengan menggunakan SSP yang telah diisi oleh dan atas 
nama rekanan serta ditandatangani oleh Pemungut.  
d.  Dalam hal rekanan belum mempunyai NPWP, maka kolom NPWP pada Surat Setoran 
Pajak (SSP) harus: a) Dua digit pertama diisi angka 04 jika rekanan Wajib Pajak 
Orang Pribadi, 01 jika Wajib Pajak Badan. b) Tujuh digit berikutnya diisi angka 0 
(nol). c) Tiga digit berikutnya diisi dengan kode KPP tempat domisili pembayar 
pajak/rekanan terdaftar. d) Tiga digit terakhir diisi dengan angka 0 (nol).  
 
2.8 Pengadaan barang 
Menurut Christopher & Schooner (2007) Pengadaan atau procurement adalah kegiatan 
untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan 
kebutuhan dan keinginan penggunanya. 
Swakelola merupakan pengadaan barang dan jasa yang pekerjaannya telah direncakan, 
telah dikerjakan serta telah d awasi oleh pihak kementeria lembaga. Kontrak Pengadaan 
Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan 
Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.Pejabat Pembuat Komitmen yang 
selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa. 
Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Instansi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi 
pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.Kontrak pengadaan barang dan jasa 
pemerinah dikatakan sesuai dengan undang-undang Nomor 70 Tahun 2012 apabila telah 
memenuhi seluruh proses pengadaan barang/jasa pemerintah, harus memenuhi prosedur 
yang diatur dalam undang-undang tersebut serta memenuhi syarat terjadinya kontrak. Dalam 
penelitian ini Badan Diklat Provinsi Sumsel merupakan pihak yang melakukan pengadaan 
barang. 
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3.METODE PENELITIAN 
 
3.1  Pendekatan Penelitian 
Pada penulisan tugas akhir ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yaitu 
berupa studi kasus memgenai perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas 
pengadaan barang dikantor Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan dan studi pustaka. 
3.2 Jenis Data 
Data dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara yang penulis 
lakukan langsung dengan beberapa pihak yaitu Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset ( 
Piana Vondesta, S.E), Bendahara Keuangan         ( Octa Darisna Prazhasary, SKM ) dan 
data sekunder yang didapatkan penulis dari Staf  Bagian Keuangan dan Aset (Sutrisno) 
berupa salinan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan 
barang pada tahun 2015 di kantor Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan. 
Untuk penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah 
dengan cara sebagai berikut.  
1. Studi dokumentasi, yakni melalui pencatatan dan salinan data yang diperlukan. 
Seperti laporan keuangan bendahara yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 
22.  
2. Teknik wawancara, yakni dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan 
pihak- pihak yang terkait dengan objek penelitian. Seperti wawancara dengan kepala 
kantor dan bendahara.  
3. Penelitian observasi, teknik pengumpulan data melalui pengamatan pada objek studi 
yang diteliti. Data yang dikumpulkan dari peneliti ini sebagian berasal dari bidang 
pembendaharaan sebagai pihak yang benar-benar melakukan fungsi 
pembendaharaan. 
 
3.4 Teknik Analisis Data 
Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan data kualitatif yaitu data 
berupa perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada 
tahun 2015 di kantor Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan yang tidak dapat diukur 
dengan skala numerik, data ini akan digunakan penulis untuk menganalisa apakah 
perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 tahun 2015 di kantor Badan Diklat 
Provinsi Sumatera Selatan telah diterapkan dengan baik dan benar sesuai dengan 
peraturan pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
154/PMK.03/2010. 
Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. 
Suatumetode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta 
menganalisis datasehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang 
dihadapi mengenai mekanisme perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 
atas PengadaanBarang pada Kantor Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan. 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
Pada era otonomi daerah Sumatera Selatan merupakan salah satu Provinsi terkaya ke 
lima di Indonesia. Tentunya dibutuhkan Sumber Daya Manusia(SDM) aparatur yang 
mampu dan berkualitas untuk mengelola potensi SDA tersebut, oleh karena itu Badan 
Diklat Provinsi Sumatera Selatan merupakan wadah yang bertanggung jawab untuk 
menciptakan SDM aparatur yang berkualitas, cerdas dan berbudaya. Berdasarkan kondisi 
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tersebut diatas maka Badan Diklat Provinsi Sumsel menetapkan visi yang selaras dengan 
kondisi tersebut. 
Visi pada Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan adalah “Terdepan Dalam 
Peningkatan SDM Aparatur Yang Cerdas Dan Berbudaya”. Adapun makna yang 
terkandung dalam Visi Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan. Terdepan artinya Badan 
Diklat Provinsi Sumatera Selatan adalah wadah untuk meningkatkan keterampilan dan 
keahlian aparatur. SDM Aparatur Yang Cerdas Dan Berbudaya adalah setiap aparatur 
mempunyai kemampuan untuk bekerja secara professional namun tetap mempunyai etika 
profesi dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. 
Untuk mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan bersama, maka 
disusunlah Misi Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan yang harus diimplementasikan 
oleh semua unsur, sebagai berikut : 
1.     Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja aparatur Bandiklat 
2.      Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
 
4.2   Hasil Penelitian 
Proses Pengadaan Barang di kantor Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan harus 
melalui beberapa proses antara lain menemukan pihak penyedia dana (Kontraktor) yang 
akan memenuhi kebutuhan barang, setelah menemukan kesepakatan antara kedua pihak 
(Badan Diklat dan penyedia dana) maka proses selanjutnya pihak penyedia dana diberikan 
waktu paling lambat 14 hari setelah kontrak disepakati untuk menyerahkan barang yang 
disepakati dalam kontrak secara keseluruhan dan pihak penyedia dana mengajukan Surat 
Permohonan Membayar (SPM) ke kantor. Setelah berkas tersebut dilengkapi SSp yang 
dibuat oleh pihak badan diklat, selanjutnya diserahkan pada BPKAD, setelah disetujui 
maka dikeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) oleh BPKAD. Setelah dana cair, 
dihari yang sama dilakukan validasi SSP dan langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh 
pihak penyedia barang yang akan melaporkan SPT Tahunan dan melampirkan bukti 
pelaporan pada Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan. 
 
 
Sumber: Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan 
 
Gambar 4.2 Flowchart Pengadaan Barang 
  Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan 
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Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang dari setiap transaksi dengan harga 
pembelian barang Rp.1.000.000 ke bawah dikenakan Pajak Penghasilan (PPN) dan 
pembelian dengan harga1.000.000 ke atas dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan 
tarif 1,5% dan disetor ke kas negara pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran 
atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara.  
Berikut akan disajikan Tabel Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang pada 
bulan Oktober – November Tahun 2015 Pada Kantor Badan Diklat Provinsi Sumatera 
Selatan. 
 
Table 4.1 Perhitungan PPh 22 
Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan 
 
Masa 
Pajak 
Objek PPh Pasal 22 DPP Tarif 
1,5% 
 
Okt 2015 Bahan bacaan majalah 11.318.181 169.773 
Nov 
2015 Belanja cetak dan pengadaan Pol PP 7.690.000 115.350 
Nov 
2015 Belanja pakaian khusus Pol PP 6.681.818 100.227 
Nov 
2015 
Belanja pakaian batik kegiatan diklat 
fungsional 
6.818.182 102.273 
Nov 
2015 
Belanja cetak kegiatan diklat 
fungsional 
5.672.727 85.091 
Nov 
2015 Belanja cetak kegiatan fungsional  5.627.273 84.409 
Nov 
2015 
perlengkapan kegiatan diklat 
fungsional 
5.454.545 81.818 
Nov 
2015 
Belanja penggandaan kegiatan diklat 
fungsional 
3.000.000 45.000 
Nov 
2015 
Belanja ATK kegiatan diklat dasar 
satuan Pol PP 
2.042.409 30.636 
Nov2015 
Belanja bahan publikasi diklat Pol PP 1.227.273 18.409 
Nov 
2015 
Belanja ATK diklat fungsional 1.218.182 18.273 
Sumber : Penulis 
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Berikut akan disajikan Tabel Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas 
Pengadaan Barang pada bulan Oktober - November Tahun 2015 Pada Kantor 
Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan. 
 
Table 4.2 Pelaporan PPh 22 
Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan 
 
Masa pajak Pph pasal 22 tarif 1,5% Pelaporan SPT 
Oktober 2015 169.773 Dilaporkan 
November 2015 115.350 Dilaporkan 
November 2015 100.227 Dilaporkan 
November 2015 102.273 Dilaporkan 
November 2015 85.091 Dilaporkan 
November 2015 84.409 Dilaporkan 
November 2015 81.818 Dilaporkan 
November 2015 45.000 Dilaporkan 
November 2015 30.636 Dilaporkan 
November 2015 18.409 Dilaporkan 
November 2015 18.273 Dilaporkan 
 
Sumber: Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan 
 
Tabel diatas menunjukkan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan 
Barang tahun 2015 Kantor Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan telah melaporkannya 
dalam bentuk SPT (Surat Pemberitahuan) Masa ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) setempat 
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 
Untuk keterlambatan atau tidak melapor SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) maka 
dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 100.000 untuk setiap bulan yang terlambat atau 
tidak dilaporkan.Sementara untuk SPT Masa PPN sanksi administratifnya adalah Rp 
500.000 untuk setiap bulan yang terlambat atau tidak dilaporkan.Untuk SPT Masa PPh 
dilaporkan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya, sedangkan SPT Masa PPN 
maksimal akhir bulan berikutnya. 
Untuk keterlambatan atau tidak melapor SPT Tahunan adalah dikenakan sanksi 
administratif sebesar Rp 1.000.000 untuk setiap SPT Tahunan yang terlambat atau tidak 
dilaporkan. Penyampaian SPT Tahunan Badan dilaporkan maksimal 4 bulan setelah 
berakhirnya tahun pajak yang pada umumnya pada tanggal 30 April. Sehingga untuk SPT 
Tahunan 2015 maksimal dilaporkan tanggal 30 April 2016.  
Selain sanksi Administratif berupa denda, ada juga sanksi berupa bunga atas pajak 
yang terlambat dibayar dan dilaporkan sebesar 2% per bulan untuk setiap masa pajak (SPT 
Masa bulanan maupun tahunan). Sanksi Administratif ini akan disampaiakan kepada Anda 
dalam bentuk Surat Tagihan Pajak (STP). 
  ISSN: 1978-1520 
IJCCS Vol. x, No. x,  July201x :  first_page–end_page 
10 
4.3   Pembahasan  
Hasil penelitian mengenai Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas 
Pengadaan Barang pada kantor Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan  terdapat bahwa 
proses perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada 
tahun 2015 telah dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yang 
mengacu  pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 mengenai Sifat dan 
Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya, yaitu dipungut dengan 
tarif 1,5% dan di setor pada hari yang sama pada saat pembayaran penyerahan barang.  
Hanya saja dalam pelaksanaan pelaporan pajak pengadaan barang seringkali pihak 
penyedia barang yang berlaku sebagai wajib pajak yang wajib melaporkan SPT Tahunan 
kurang memahami cara pelaporan pajak yang benar dilakukan secara online atau 
elektronik. Hal ini terjadi dikarenakan pihak penyedia barang pada Badan Diklat Provinsi 
Sumatera Selatan umumnya merupakan pengusaha atau rekanan usaha kecil sehingga 
kurangnya pengetahuan mengenai pelaporan pajak yang benar sesuai dengan peraturan dan 
prosedur saat ini. 
Hasil penelitian mengenai pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan 
Barang tahun 2015 yang dilakukan oleh kantor Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan 
telah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 dimana 
Penyampaian SPT Tahunan Badan dilaporkan maksimal 4 bulan setelah berakhirnya tahun 
pajak yang pada umumnya pada tanggal 30 April. Sehingga untuk SPT Tahunan 2015 
maksimal dilaporkan tanggal 30 April 2016 sedangkan formulir SPT Masa paling lambat 
14 hari bulan berikutnya. 
Penelitian sebelumnya yang dilakukan Wibowo (2013) dalam penelitiannya mengenai: 
Analisis Penerapan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada RS. HJK menunjukkan 
perbedaan bahwa pelaporan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang 
berlaku dan perbedaan lainnya yaitu di temukan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh 
rumah sakit seperti non objek Pajak Penghasilan Pasal  22 di pungut PPh Pasal  22. 
Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan Clifvan (2014) dalam penelitiannya 
mengenai: Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang 
Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung menunjukkan perbedaan yaitu 
pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 belum mengikuti pedoman PMK 
No.210/PMK.03/2008. 
 
5.KESIMPULAN 
5.1   Kesimpulan 
Kesimpulan yang didapatkan setelah melakukan penelitian ini antara lain : 
1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada tahun 2015 di 
kantor Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan telah memenuhi semua prosedur yang 
ditetapkan dalam pedoman Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 dengan baik 
dan benar. 
2. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada tahun 2015 di kantor 
Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya telah memenuhi ketentuan 
yang ditetapkan pada pedoman Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010, hanya 
saja pada beberapa kasus yang diungkapkan oleh pihak Badan Diklat Provinsi 
Sumatera Selatan dinyatakan bahwa beberapa pihak penyedia barang yang tergolong 
dalam usaha kecil yang kurang memahami tata cara pelaporan pajak secara online 
tidak melaporkan SPT. 
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5.2   Saran  
Saran yang dapat diberikan penulis kepada Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan 
adalah : 
a. Kantor Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan sebaiknya mempertahankan 
kinerjanya dengan  mengikuti pedoman yang telah ditetapkan Menteri Keuangan 
Nomor 154/PMK.03/2010 serta mengikuti setiap perubahan peraturan yang dibuat 
pemerintah sehingga tidak mendapatkan sanksi dari pihak kantor pajak. 
b. Bendahara di kantor Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan sebaiknya mengisi 
kolom dalam formulir Surat Setoran Pajak (SSP) dengan lengkap serta menyimpan 
dengan baik semua bukti atau data yang menyangkut Perpajakan sehingga bila terjadi 
pemeriksaan oleh kantor pajak dikemudian hari tidak diberikan sanksi perpajakan.  
c. Pihak Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan sebaiknya memberikan informasi 
mengenai tata cara pelaporan pajak yang baik dan benar kepada pihak penyedia 
barang dalam golongan usaha kecil maupun besar yang kurang paham. 
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